BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan-pembahasan di atas, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk
membuat putusan yaitu, pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai
dasar dalam mengambil keputusan. Pasal ini menyebutkan bahwa ibu ikut
menanggung biaya pemeliharaan anak jika bapak tidak dapat menjalankan
kewajiban memberikan nafkah pemeliharaan anak tersebut.

Dan dalam putusan ini hakim beralasan bahwa Pemohon tidak lagi
bekerja sehingga tidak ada membayar tuntutan Termohon untuk membayar
nafkah anak sebesar Rp 900.000.- setiap bulan.

2. Melalui analisis yuridis yang telah dijelaskan di atas, putusan hakim nomor
2781/Pdt.G/2012/PA.Tbn yang menolak permohonan nafkah anak oleh istri
yang dicerai talak sudah tepat. Dimulai dari keterangan pasal 41 huruf (b) UU
No. 1 Tahun 1974 yang artinya bapak (dalam hal ini sebagai Pemohon) tetap
memiliki kewajiban memberi kewajiban nafkah anak bersama ibu

(Termohon). Jika pada saat perceraian bapak tidak memiliki pekerjan maka

73



71

nafkah tersebut menjadi hutang bagi bapak. Juga dalam pasal 45 ayat (1) UU
No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan dilanjutkan oleh ayat (2),
bahwa kewajiban di atas akan terus berlaku walaupun hubungan perkawinan
antara bapak dan ibu telah putus. Dan berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan
pasal 149 huruf (d) KHI yang berbunyi, “Biaya pemeliharaan ditanggung oleh
ayahnya”.

Dari pasal-pasal tersebut menjelakan bahwa tanggung jawab sebagai
bapak akan terus melekat walau hubungan antara bapak dan ibu telah putus.
Hakim menolak permohonan nafkah anak yang diajukan oleh Termohon tidak
berarti bapak lepas dari tanggung jawab memelihara dan mendidik anak
mereka, hanya saja hakim menolak menentukan jumlah nominal yang
diajukan. Dengan demikian bapak mempunyai tanggung jawab nafkah anak
sesuai dengan kemampuannya.

B. Saran
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan di bidang hukum acara perdata. Oleh karena itu penulis
menyajikan saran-saran yang patut diperhatikan, sebagai berikut:
1. Hendaknya para penegak hukum lebih teliti dalam memberikan putusan, agar

tidak merugikan salah satu pihak.
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2. Hakim dapat memformulasikan berapa jumlah nafkah yang pantas ditanggung
oleh suami dalam keadaan tidak bekerja dengan mengabulkan sebagian
permohonan istri, karena notabene bapak sudah pernah bekerja.

3. Dalam kasus ini kiranya dapat dirujukkan pada pasal 98 KHI yang mengatur
tentang pemeliharaan anak. Pada pasal 98 ayat (3) KHI ini menyebutkan
bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat
yang mampu menunaikan kewajiban pemeliharaan anak apabila kedua orang
tuanya tidak mampu.

4. Kepada para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan hendaknya paham
tentang perkara yang diajukan, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat

merugikan diri sendiri.
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